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Abstrak 
This article intends to explain how the role of Islamic 
politics has become a significant phenomenon in the State, 
especially the Indonesian State, which has been hit by a 
prolonged disaster. Islam that really enforces Allah's commands 
and prohibitions, as well as how to enforce the law in the context 
of the Basic State, namely Pancasila in an interconnected order 
between the basis of Islamic Law and the Basic Indonesian State. 
Artikel ini bermaksud menjelaskan bagaimana peran 
Politik Islam menjadi fenomena signifikan di Negara Khususnya 
Negara Indonesia yang terkena musibah berkepanjangan, kontek 
ini sya pahami sangan menjadi krusial dalam pembahasan 
dikalangan para Pemimpin Agama dan Pemerintah Karen kedua 
subtansi ini yang menjadi motoritas kebijakan, dengan demikian 
bagaimana peran politik islam yang betul menegakkan Perintah 
dan larangan Allah, serta bagaimana penegakan hokum dalam 
kontek Dasar Negara yakni Pancasila dalam tatanan saling 
berhubungan Antara dasar Hukum Islam dan Dasar Negara 
Indonesia. 
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A. Pendahuluan 
Sejarah mencatat lahirnya manusia diawali dengan suara 
tangisan yang sangat dasyat. Rangkaian metamorfosa manusia 
terus-menerus berkembang dan berdialektik hingga akhirnya 
menemukan kesadaran-kesadaran akan hakikat kemajuan 
paradigma ilmu pengetahuan. Penalaran rasionalitas dan 
konektivitas batiniah yang dimiliki manusia, menuntun menuju 
ritme kesadaran akan kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan. 
Dalam paradigma sistematik atau aliran hukum positif 
berpandangan bahwa hukum itu tidak berasal dari Tuhan atau 
alam, melainkan hukum lahir dari manusia sendiri yang 
berdasarkan ketentuan untuk memisahkan antara hukum dan 
moral. Aliran positivisme berangkat dari cara mengajarkan bahwa 
hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan, dan ditetapkan 
oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan 
jurang antara norma/kebijakan dengan etika/moral dan antara 
keadilan dan legalitas hukum. Keseluruhan peraturan perundang-
undangan merupakan produk dari pemikiran sebagai sesuatu yang 
memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal 
menerapkan ketentuan undang-undang secara sistematik dan 
linear dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Hukum. 
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B. Fenomena Diskusus Legalitas Moral 
Kedudukan moral dalam kehidupan manusia menempati 
tempat paling penting yang perlu untuk diperhatikan, baik 
sebagai individu maupun anggota masyarakat. Permasalahan 
moral merupakan suatu masalah yang menjadi perhatian orang 
dimana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju, maupun 
dalam masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan 
moral seseorang mengganggu ketentaraman yang lain. Jika dalam 
suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya, maka akan 
goncaglah masyarakat itu. Perkembangan moral merupakan hal 
yang sangat penting bagi perkembangan kepribadian dan sosial 
anak untuk menuju kedewasaannya, dari perkembangan ini 
mereka akan mengetahui bagaimana seseorag itu berfikir 
mengenai konsep salah dan benar, dan bagaimana mereka 
bertindak juga melalui suatu proses. Proses itulah yang 
dinamakan dengan penalaran moral (suatu pemikiran mengenai 
benar atau salah) yang nantinya akan melahirkan perilaku moral 
(suatu tindakan benar dan salah yang sesuai dengan norma dalam 
masyarakat), jadi nilai moral yang dilakukan oleh seorang anak 
tidak hanya dilihat dari hal-hal yang tampak saja melainkan dari 
penalarannya, dari pengukuran tingkat penalaran (yaitu skala 
penalaran moral yang mengacu pada pedoman 
Wawancara yang dibuat oleh Kohlberg) inilah akan 
diketahui tingkat tinggi rendahnya moral anak, penalaran moral 
merupakan faktor penentu kelahiran perilaku moral. Untuk 
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melalui penalarannya. Artinya, pengukuran moral yang benar 
tidak sekedar mengamati perilaku moral yang tampak, tetapi 
harus melihat pada penalaran moral yang mendasarinya. Dengan 
mengetahui tingkat penalaran moral akan dapat mengetahui 
tinggi rendahnya moral tersebut. Dewasa ini banyak orangtua 
yang tidak mengetahui ataupun kurang faham mengenai 
perkembangan moral anaknya Karena kekurangpahaman tersebut 
menyebabkan para orangtua tidak bijak dalam menanamkan nilai-
nilai moral pada anak, dalam artian cara yang ditempuh sering 
tidak mengindahkan prinsip-prinsip penanaman nilai moral sesuai 
dengan perkembangan anak, selain itu mereka juga kurang 
memahami pencapaian perkembangan anaknya yang berimbas 
pada permasalahan anak. Penjelasan tentang perkembangan 
moral anak yang tidak saja didapatkan di sekolah. Riady 
mengungkapkan bahwa Pengetahuan yang tinggi, tidak menjamin 
seseorang bisa memiliki moral yang baik. Namun, ketika anak-
anak memiliki moral yang baik, otomatis mereka bisa menilai 
mana pendidikan yang baik dan buruk (okezone.com) 
Perkembangan moral itu sendiri adalah perubahan penalaran, 
perasaan dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. 
Perkembangan moral 
Memiliki dimensi intrapersonal, yang mengatur aktifitas 
seseorang ketika dia tidak terlibat dalam interaksi social dan 
dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan 
penyelesaian konflik Sedangkan perkembangan moral 
mempunyai aspek kecerdasan dan aspek impulsive, anak harus 
belajar apa saja ynag benar dan yang salah. Selanjutnya setelah 
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mereka cukup besar, mereka harus diberi penjelasan mengapa ini 
benar dan salah. Mereka juga harus mengambil bagian dalam 
kegiatan kelompok sehingga mereka dapat belajar mengenai 
harapan kelompok. Lebih penting lagi, mereka harus 
mengembangkan keinginan untuk melakukan hal yang benar, 
bertindak untuk kebaikan bersama dan menghindari yang salah. 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan 
bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Masa anak-anak 
yaitu sejak usia 2-13 tahun. Periode ini biasanya dibagi menjadi 
dua bagian, yaitu masa anak-anak awal sejak usia 2 tahun sampai 
6 tahun dan masa kanak-kanak akhir yaitu usia 6 sampai 13 tahun 
Masa anak-anak tengah dan akhir merupakan periode 
perkembangan yang dimulai dari usia 6-12 tahun, masa ini 
disebut pula masa anak usia sekolah dasar, karena biasanya anak 
duduk di sekolah dasar. Pada usia ini anak telah menguasai 
ketrampilan dasar membaca, menulis, aritmatik dan secara formal 
dihadapkan pada dunia yang lebih besar dan budayanya 
 
 
C. Kendala Penerepan Legalitas Hukum Islam Dan Hukum 
Negara 
Salah satu problematika yang dihadapi Islam adalah cibiran 
teori pedas yang pernah ditulis oleh Kuntowijoyo, bahwa agama 
(Islam) berdimensi banyak, sementara politik berdimensi tunggal 
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adalah reduksi besar-besaran atas makna agama. Di sisi lain, 
urusan politik kenegaraan adalah perkara yang rasional, 
sementara agama adalah urusan kembali kepada wahyu.1 Menurut 
Kuntowijoyo, umat harus berada di garis depan dalam 
pembentukan politik Islam yang rasional, sebab bila tidak, umat 
Islam Indonesia mayoritas hanya akan menjadi penumpang dan 
bukan menjadi pengemudi, yang selama ini pengemudinya adalah 
negara atau non-Muslim. 
Di antara dua entitas yaitu Islam (agama) dan negara, 
terdapat muatan “politik”. Politik ini kemudian membentuk teori 
“politik Islam” dan “politik negara”. Oleh karena itu, baik 
memisahkan maupun menyandingkan agama (Islam) dan negara 
bukan persoalan gampang. Dalam wacana politik, dua entitas 
tersebut selalu berada dalam ketegangan dan senantiasa terjadi 
perdebatan yang cukup panjang. Oleh karena itu, sebuah tawaran 
pemahaman  yang lebih longgar, mengakar dan rasional dalam 
menyikapi masalahmasalah dunia dan agama, atau Islam dan 
negara, telah disampaikan al-Shahrastanī seorang ahli kalam: “…. 
bahwa naṣ atau teks (al-Qur’an dan al-Hadis) sudah berakhir, 
sedangkan  peristiwa-peristiwa (realita kehidupan) baru yang 
memerlukan penyelesaian senantiasa terjadi (berkembang), dan 
sesuatu yang tiada berakhir tidak dapat diatur oleh sesuatu yang 
sudah berakhir….” 
Pandangan al-Shahrastani di atas kemudian melahirkan 
kaidah yang mendasar yakni bahwa “wahyu sudah berakhir 
                                                 
1 Kuntowijoyo, “Agama Berdimensi Banyak, Politik Berdimensi 
Tunggal”, dalam Abu Zahrah (ed.), 
Politik Demi Tuhan (Bandung; Pustaka Hidayah, 1999), h. 121-125. 
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diturunkan, sedangkan peristiwa-peristiwa baru yang memerlukan 
penyelesaian dan solusi tidak pernah berakhir”. Kaidah ini dapat 
disebut sebagai teori yang relevan sehingga menjadi keniscayaan 
untuk dijadikan pijakan guna melakukan dan mengembangkan 
ijtihad atau pemikiran-pemikiran baru. 
Pandangan lain yang layak dijadikan pertimbangan untuk 
meyakinkan umat Islam mengenai rasionalitas Islam adalah 
uraian Issa Boullata, yang mengutip dari pemikiran Hasan Sya'b, 
seorang sarjana Libanon, bahwa "ijtihad terkait dengan semangat 
Islam dan adaptasinya dengan kondisi dan kebutuhan manusia 
yang senantiasa berubah, dan itu dimulai dari "dinamisme kreatif 
Tuhan dalam al-Qur'an".2 Sya’b menyajikan Islam sebagai sistem 
keyakinan yang memiliki dinamisme permanen melalui al-Qur’an 
dan kreativitas intelektual melalui ijtihad. Sya’ab juga 
menggambarkan manusia sebagai instrument Tuhan di bumi 
untuk melanjutkan dinamisme, kreativitas dalam kebebasan, 
kecintaan dan keadilan. 
Dari dua proposisi di atas setidaknya dapat dirumuskan 
bahwa mengenai rasionalitas Islam tidak lagi perlu dipersoalkan, 
karena Islam memang agama rasional. Persoalannya adalah 
implementasi rasionalitas Islam itu sendiri dalam menyikapi isu-
isu kontemporer sepanjang zaman, terutama bagi kehidupan 
penganut Islam baik sebagai individu maupun sebagai kelompok 
masyarakat mikro dan makro. 
                                                 
2 Issa J. Boullata, Dekonstruksi Tradisi, Gelegar Pemikiran Arab 
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Oleh karena itu, memahami rasionalitas Islam, termasuk 
dalam soal politik Islam, masih terus perlu mendapatkan 
terjemahan-terjemahan pembaruan agar tidak hanya terlena 
dengan konsep-konsep “normatif”-nya saja yang justru hanya 
akan membuat sikap statis, berjalan di tempat, tanpa melakukan 
perubahan-perubahan yang lebih realistis dan urgen dalam 
membangun kualitas kerja, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) 
umat Islam. SDM yang dimiliki umat Islam sangat tidak 
sebanding, bahkan sangat jauh prosentasenya jika dibandingkan 
dengan penderitaan dan problematika yang harus diselesaikan, 
baik sebagai agama yang under development maupun sebagai 
Agama yang mencari “identitas”-nya dalam sebuah negara. 
Inilah fokus kesenjangan yang terjadi dalam tubuh umat Islam, 
terlebih lagi jika dikaitkan dengan politik Islam, baik dalam 
tataran teoritis maupun praktis. Sebab manakala umat Islam 
sedang membangun diri, dalam waktu yang sama juga berusaha 
mencari identitasnya yang dipandang sesuai dengan nilai-nilai 
universalitas Islam.  
Di Indonesia, soal rasionalitas Islam, telah diyakini sebagai 
way of life oleh para tokoh dan cendekiawan, mulai tokoh-tokoh 
dan cendekiawan pra kemerdekaan hingga masa awal pasca 
kemerdekaan seperti H. Samanhoedi, H.O.S. Cokrominoto, Agus 
Salim, Abdul Moeis, Mohammad Hatta, Kahar Muzakkir, 
Hamka, A. Hassan, Wahid Hasyim, Syafruddin Prawiranegara, 
Mohammad Roem, M. Natsir, H.M. Rasyidi, Harun Nasution dan 
sebagainya. Melalui karya-karya, gerakan dan cara pandang, 
masing-masing telah menampilkan rasionalisasi Islam dalam 
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kehidupan sosial-kemasyarakatan, keberagamaan, kebangsaan 
maupun kenegaraan. 
Perjalanan panjang itu, kemudian menghasilkan suatu fakta 
bahwa ternyata fungsi hukum waḍ’i (buatan manusia), yang lebih 
dikenal dengan hukum positif di satu sisi, dan fungsi hukum 
samawī (ajaran Tuhan), pada sisi yang lain, belum dapat 
dibumikan secara maksimal dalam sebuah komunitas semacam 
negara. Cara kerja rasionalits Islam pun masih senantiasa 
dipertanyakan dalam berinteraksi dengan negara di mana mereka 
hidup, padahal umat Islam telah melahirkan suatu disiplin yang 
dikenal dengan fiqh al-siyāsī (fikih politik), yang pada gilirannya 
melahirkan fatwa-fatwa politik. 
Mengenai fikih politik yang memiliki cakupan begitu luas 
dalam khazanah Islam, oleh A. Djazuli disederhanakan menjadi 
tiga bagian, yaitu: Pertama, fikih politik yang membahas 
bagaimana hubungan pemimpin dengan rakyat, yang lazim 
disebut sebagai dustūriyyah. Termasuk dalam kategori ini 
misalnya mengenai hubungan negara dengan agama, hukum 
mengangkat pemimpin, pemilihan pemimpin dan bay’at 
(pengambilan sumpah). Kedua, fikih politik yang membahas 
mengenai hubungan antar negara atau dawliyyah, misalnya 
mengenai pola hubungan antara negara, termasuk hubungan 
dengan negaranegara non-Muslim. Ketiga, fikih politik yang 
membahas tentang harta atau māliyyah.3 Abdul Wahab Khallaf 
menjelaskan cakupan fikih siyāsah māliyah menjadi: 1) politik 
                                                 
3 A. Djazuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Maslahat Umat dalam 
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keuangan; 2) pajak atau kharaj; 3) pendayagunaan keuangan; 4) 
pemungutan keuangan dan penggunaannya, serta kas negara (bayt 
al-māl).4 Upaya kerja-kerja rasionalitas fikih politik tersebut, 
seharusnya mampu memberikan solusi-solusi politik, baik politik 
dalam negeri maupun luar negeri. 
Selama 14 abad, umat Islam telah menampilkan ragam 
pemikiran dalam merespons persoalan-persoalan baru. Ragam 
respons umat Islam dengan konsepnya yang asasi yaitu al-Qur’an 
dan Hadis menyisakan petanyaanpertanyaan yang sangat serius di 
masa sekarang terkait dengan kondisi umat Islam selama 10 abad 
terakhir, yang tidak kunjung menampilkan perubahan  
fundamental dalam membangun peradaban baru. Di antara 
pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan yang telah sangat 
popular di kalangan umat Islam yaitu mengapa bangsa-bangsa 
Islam mundur di tengah-tengah kemajuan bangsa-bangsa non 
Islam? Terinspirasi pertanyaan ini, Ali Nadwi (1914-1999) 
membuat pertanyaan yang kontras, dan mengabadikannya dalam 
buku Mādhā 
Khasira al-‘Alam bi Inhitaṭ al-Muslimin (apa derita dunia, 
akibat kemunduran umat Islam)? Pertanyaan di atas telah 
berusaha dijawab oleh berbagai kalangan, namun dalam 
kenyataannya hingga saat ini, dunia Islam masih harus menerima 
kenyataan bahwa umat Islam di dalam komunitas dunia 
internasional masih sangat jauh tertinggal, bahkan terpinggirkan 
dibanding kemajuan yang dicapai oleh dunia non Islam seperti 
                                                 
4 Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, terj. Zainuddin Adnan 
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 79-119. 
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negara-negara Eropa, Amerika, Rusia, Korea Selatan, China, 
Jepang dan Australia, baik di bidang sains; informasi, komunikasi 
dan teknologi, maupun di bidang politik dan ekonomi. Terkait 
dengan proposisi di atas, maka Indonesia sebagai negara dan 
sebagai bangsa yang berpenduduk mayoritas Islam, berusaha 
memberikan respons terhadap pertanyaan yang problematik 
tersebut. Respons umat Islam Indonesia dalam membangun dan 
memajukan bangsanya hingga kini telah menghasilkan upaya-
upaya pembaruan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, yang secara historis dapat dibagi 
menjadi empat periode yaitu; Pra Kemerdekaan, Pasca 
Kemerdekaan, Orde Baru dan Pasca Orde Baru, dan Era 
Reformasi.5 
 
D. Signifikan Legalitas Agama dan Pancasila 
Paradigma ini banyak berpengaruh pada pemikir-pemikir 
Islam Indonesia. Di antaranya adalah M. Natrsir, Kasman 
Singodimedjo, Zaenal Abidin, Isa Anshari dan K.H. Masykur. 
Mohammad Natsir misalnya, mewariskan pemikiran mengenai 
hubungan negara dengan Islam yang dinilai oleh beberapa 
cendikiawan Islam lainnya sebagai pemikiran dalam wajah 
ganda. Di satu sisi menerima Pancasila, dan pada sisi yang lain 
menolak Pancasila. Natsir pernah berpidato yang isinya: “Dan 
saya katakana, Indonesia juga adalah negara Islam, oleh 
                                                 
5 Diskursus sejarah politik Islam Indonesia dibahas oleh Bahtiar 
Effendy, dalam bukunya Islam dan Negara terbit 1998, yang sebelumnya telah 
terbit karya lainnya yang ditulis bersama Fachry Ali, dalam Merambah Jalan 
Baru Islam, terbit tahun 1986 dan Re-politisasi Islam; Pernahkah Islam 
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kenyataan, Islam diakui sebagai agama dan anutan jiwa 
Indonesia, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, Islam itu 
adalah agama negara”. 
Mohammad Natsir juga memberikan pengertian persatuan 
agama dan Negara dalam sebuah uraiannya: “Bagi kita kaum 
Muslimin, negara bukanlah suatu badan yang tersendiri yang 
menjadi tujuan. Dan dengan “persatuan Agama dengan Negara” 
kita maksudkan, bukanlah bahwa ‘agama’ itu cukup sekedar 
dimasuk-masukkan saja di sana sini kepada ‘negara’ itu. Bukan 
begitu. Negara, bagi kita, bukan tujuan, tetapi alat. Urusan 
kenegaraan pada pokoknya dan pada dasarnya adalah satu bagian 
yang tak dapat dipisahkan, satu “itergreerend deel” dari Islam. 
Yang menjadi tujuan ialah; kesempurnaan berlakunya undang-
undang ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia 
sendiri, sebagai individu, ataupun sebagai anggota dari 
masyarakat”6 
Menurut Dawam Rahardjo, paradigma integralistik adalah 
paradigma yang dikembangkan oleh tokoh nasionalis seperti 
Supomo dan Bung Hatta melalui jargon “negara integralistik” 
dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Meskipun konsep 
integralistik ini berasal dari Adam Muller, Hegel dan Spinoza, 
Supomo dan Hatta berusaha memberikan kontribusi pemikiran 
tentang kedudukan agama, khususnya Islam dalam negara. Bagi 
Supomo, negara integralistik tidak berarti a-religius, sementara 
bagi Hatta, agama dan ide-ide keagamaan mempunyai peluang 
                                                 
6 Mohammad Natsir, Capita Selecta (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 432. 
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untuk mempengaruhi negara, tetapi hal itu bisa dilakukan dalam 
proses demokratis, sepanjang idenya tidak menyangkut konsep 
negara berdasarkan suatu agama.7 
Kasus Indonesia, secara historis, konteks kesatuan agama 
dan negara telah menampilkan berbagai corak ketegangan dan 
kecemasan di satu sisi, dan corak kemesraan dan phobia pada sisi 
yang lain. Ketegangan kuat terjadi pada periode kepemimpinan 
Soekarno. Hal ini dapat dipahami karena bangsa Indonesia masih 
tergolong baru dalam mewacanakan hubungan fungsional antara 
negara dan agama. Di era reformasi, ditandai dengan lahirnya 
partaipartai yang menegaskan dirinya sebagai partai Islam. 
Fenomena ini menggambarkan dua wajah sekaligus yaitu wajah 
kemesraan dan sekaligus wajah ketegangan. Wajah kemesraan 
negara dengan agama (terutama Islam), karena terbukanya secara 
bebas mendirikan partai-partai politik tanpa membatasi sama 
sekali performanya agama atau bukan. Sementara wajah 
ketegangan tampak dari partai-partai itu sendiri, yang pada 
gilirannya negara akan melibatkan diri dalam ketegangan di 
antara para partai yang berselisih atau perpecahan internal partai. 
Misalnya saja perpecahan beberapa partai Islam yang 
menginginkan solusi dari negara melalui keputusan Mahkamah 
Konstitusi. Singkatnya, eksistensi Islam dalam persentuhannya 
dengan wilayah politik, terkadang mencerahkan sejarah dan 
peradaban, atau sebaliknya terkadang menggelapkannya. 
Adakalanya Islam menjadi kekuatan positif, adakalanya tampil 
                                                 
7 Baik Hatta maupun Supomo, keduanya menganut paham sekulerisme, 
tapi keduanya mengakui pengaruh agama terhadap negara. Lihat: Dawam Raharjo, 
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menjadi kekuatan negative. Faktanya Islam bisa menjadi energy 
untuk humanisasi dan dehumanisasi. Kedua, symbiotic paradigm 
(paradigma simbiotik); Bahwa agama dan negara berhubungan 
secara simbiotik yaitu hubungan saling menguntungkan dan 
bersifat timbal balik. Artinya, agama memerlukan negara, begitu 
pula negara memerlukan agama. Agama membutuhkan negara 
karena Negara dapat dijadikan media untuk mengembangkan 
agama, sementara Negara memerlukan agama karena negara 
dapat berkembang atas bimbingan dan etika moral agama.  
Dalam konteks di atas, adalah menarik apa yang 
dikemukakan Bahtiar Effendy, mengutip pendapat Michael 
Hudson bahwa “Sebenarnya pertanyaan yang patut dikemukakan 
bukanlah yang kaku dan salah arah karena bergaya 
mendikotomisasi, yakni apakah Islam dan pembangunan politik 
itu bertentangan atau tidak, melainkan seberapa banyak dan 
pemikiran Islam yang bagaimana yang sesuai dengan politik 
modern”.  
Bahtiar Effendy kemudian mengomentari pandangan 
tersebut dengan mengajukan pertanyaan serupa dalam konteks 
Indonesia yakni; jenis Islam manakah (dalam pengertian 
interpretatif), atau pemikiran-pemikiran dan praktik politik Islam 
yang manakah yang dapat menjamin terbinanya hubungan yang 
baik antara Islam dengan negara-bangsa di Indonesia. Hubungan 
simbiosis ini dapat mencerminkan setidaknya tiga bentuk 
hubungan yang kemungkinan akan terjadi yakni; dominasi 
agama, dominasi negara, atau keseimbangan antara agama dan 
negara. Karena itulah al-Mawardi menyatakan pada masanya 
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belum dikenal Negara kebangsaan– telah memiliki suatu 
pandangan bahwa penegakan negara merupakan tugas suci yang 
dituntut oleh agama sebagai salah satu perangkat untuk 
mendekatkan diri kepada Allah. 
Inti pradigma ini adalah adanya hubungan simbiosis 
mutualisma atau hubungan yang saling menguntungkan dan 
saling melengkapi sehingga dapat secara bersama 
mempertahankan eksistensi masing-masing. Adapun pemrakarsa 
dari paradigma model simbiosis ini antara lain adalah Husayn 
Haykal (1888-1956), Muhammad Abduh (1849-1905), 
Fazlurrahman (1919-1988) dan Qamaruddin Khan. 
Ketiga, secularistic paradigm (paradigma sekularistik); 
Paradigma ini merupakan bentuk penolakan terhadap kedua 
paradigma sebelumnya. Konsep ini menyatakan gagasan 
pemisahan agama dari negara (politik). Agama bukanlah dasar 
negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai urusan individual 
semata. Penganjur aliran ini sejak lahirnya negara kebangsaan 
hingga saat ini, antara lain didominasi para pemikir dari Mesir, 
seperti Ali Abdur Raziq (1888-1872), Thaha Husein (1889-1973), 
Ahmad Lutfi al-Sayyid (1872-1963), dan terakhir adalah 
Muhammad Sa’id Asymawi (1932). Ali Abdur Raziq menyatakan 
bahwa Islam adalah hanya agama dan tidak mencakup urusan 
negara.8 Sementara Thaha Husein, yang aktif menulis sejak tahun 
50-an hingga 80-an, berpendirian bahwa baginya, agama itu 
merupakan persoalan dirinya dengan Tuhan. Lebih jauh ia 
berpandangan bahwa sejak dahulu konsep waḥdat al-dīn 
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(kesatuan agama), waḥdat al-lughat (kesatuan bahasa), dan 
waḥdat al-siyāsī (kesatuan politik), tidak dapat dijadikan dasar 
dan pilar bagi pembentukan pemerintahan. Di penghujung 
analisisnya ia menyatakan bahwa “sesungguhnya politik adalah 
sesuatu dan agama adalah sesuatu yang lain, dan sesungguhnya 
sistem pemerintahan dan pembentukan Negara adalah atas dasar 
manfaat-manfaat amaliyah, bukan atas sesuatu yang lain”9  
Mengkritisi pandangan Thaha Husein, Harun Nasution 
berpendapat bahwa proses-proses diri dari ikatan agama disebut 
sekularisasi, dan proses ini tidak hanya terdapat dalam 
masyarakat Barat, tetapi juga dalam masyarakat Islam. 
Sekularisasi di Barat membawa penganut agama melepaskan diri 
secara total, dari seluruh ikatan agama, sehingga orang cenderung 
tidak beragama lagi, sementara dalam Islam pelepasan diri itu 
hanya dari ikatan-ikatan tertentu dari agama dan orang masih 
tetap beragama. 
Sekularisasi dalam Islam tidak sampai pada tahap dimana 
umat Islam merasa tidak lagi terikat dengan ajaran-ajaran dasar 
dan absolut, yang oleh karenanya ia meninggalkan agama. 
Dengan demikian sekularisasi dalam Islam hanya terjadi dalam 
ajaran-ajaran hasil ijtihad ulama, dan ini akan terus berjalan 
sesuai dengan perubahan zaman.10  
Dari ketiga model paradigma relasi Islam dan negara di 
atas, tidaklah mudah menjatuhkan pilihan apakah model 
                                                 
9 Syahrin Harahap, Al-Qur’an dan Sekularisasi, Kajian Kritis terhadap 
Pemikiran Thaha Husein (Yokyakarta: Tiara Wacana, 1994). 
10 Syahrin Harahap, Al-Qur’an dan Sekularisasi, Kajian Kritis terhadap 
Pemikiran Thaha Husein 
(Yokyakarta: Tiara Wacana, 1994). 
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integralistik, simbisosis atau sekularistik yang tepat bagi bangsa 
Indonesia. Sebab sebagaimana sering dikemukakan oleh Bahtiar 
Effendy, bahwa masing-masing dari ketiga paradigma relasi –
integralistik, simbiosis dan sekularistik– memiliki kelebihan dan 
kekurangan, artinya ketiganya saling melengkapi dalam kondisi-
kondisi tertentu. Secara faktual, jika memilih salah satu dari tiga 
model atau paradigma relasi hubungan Negara dengan Islam, 
misalnya model relasi simbiosis-mutualisme, maka peluang untuk 
memperjualbelikan harga komoditas politik dengan harga 
komoditas agama oleh praktisi-praktisi politik sangat mungkin 
dilakukan dan terbuka lebar. Oleh arenanya, patut 
dipertimbangkan dalam memberlakukan paradigma relasi Islam 
dan negara, agar baik negara maupun agama, keduanya tidak 
dikorbankan oleh sebuah idealisme paradigma tertentu. 
 
E. Tanggung Jawab Agama dan Negara sebagai Pengembang 
Politik 
Tanggung JawabTanggung jawab adalah kewajiban 
menanggung bahwa perbuatan yang dilakukan olehseseorang 
adalah sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Berani 
bertanggung jawab berartibahwa seseorang berani menentukan, 
berani memastikan, bahwa perbuatan ini sesuai dengantuntutan 
kodrat manusia dan bahwa hanya karena itulah perbuatan tadi 
dilakukan. Sikaptanggung jawab adalah pendirian yang 
menyebabkan seseorang sanggup mempergunakan 
kemerdekaannya hanya untuk melaksanakan kebaikan. 




  Vol. 11 No.1 Januari-Juni 2020 
dengan kodratnya. Bertanggung jawab berarti bahwa 
manusiadengan merdeka menerimakeniscayaan kodratnya, lebih 
lanjutmenjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan kewajiban 
menanggung bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Konsep bertanggung 
jawab berarti bahwa seseorang berani menentukan, berani 
memastikan bahwaperbuatan ini sesuai dengan tuntutan kodrat 
manusia dan bahwa karena itulah perbuatandilakukan. Sikap 
tanggung jawab adalah pendirian yang menyebabkan seseorang 
sanggup mempergunakan kemerdekaannya hanya untuk 
melaksanakan kebaikan. Tanggung jawab ialah keyakinan 
bahwatindakannya itu baik. Ungkapan orang yang tidak 
bertanggung jawab mengadakan kekacauan. Orang tersebut tahu 
benaratau paling sedikit harus tahu benar bahwa membuat 
kekacauan itutidak baik, jika tetap dilakukan, maka dia tidak 
bertanggung jawab. Orang mempunyai tanggungjawab mengenai 
sesuatu, ini berarti menjaga supaya sesuatu itu baik, misalnya 
orang tuamengenai anaknya dan pegawai mengenai 
pekerjaannya. Orang yang bertanggung jawabdapat diminta 
penjelasannya tentang tingkah lakunya dan bukan saja orang bisa 
menjawab, kalau orang itu mau, melainkan juga orang itu harus 
menjawab. Tanggung jawab berartibahwa orang tidak boleh 
mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Jawaban 
ituharus diberikan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat 
luas, dan kalau orang beragama-kepada Tuhan.  
Tanggung jawab legal dan moral. Tanggung jawab legal 
dijelaskanbahwa, “Legal responsibility what can beestablished in 
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a court on the basis of evidence (pragmatic, decision). Subject to 
additional legalcriteria and Moral responsibility what the person 
actually did (truth, discovery) subject tofurther moral criteria (see 
normative moral theories)”.Artinya tanggung jawab legal 
adalahsesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan, 
atas dasar bukti pragmatik dan sesuaidengan kriteria hukum, 
sedangkan tanggung jawab moral adalah sesuatu yang mengarah 
kepadahal-hal yang didasarkan pada pertimbangan 
moral.Tanggung jawab legal dan tanggung jawab moral 
dibedakan sebagai berikut: (a) tanggungjawab legal terkodifikasi 
sistematis dalam kitab undang-undang, sehingga bersifat lebih 
objektifdan mempunyai kepastianlebih besar,sedangkan tanggung 
jawab moral lebihsubjektif, ketidakpastian lebih besar, dan tidak 
ada pegangan tertulis, (b) tanggung jawab legal lebihmembatasi 
pada tingkah laku lahiriah,sedangkantanggung jawab moral 
menyangkutsikapbatiniah manusia, (c) tanggung jawab 
legalmemilikisanksi berupa sanksi hukum yang bias dipaksakan 
yang bersumber dari kitab undang-undang, sedangkan tanggung 
jawab moralmemilikisanksi moral yang tidak bisa 
dipaksakankarena menjalankan paksaan di bidang etistidak akan 
efektif, paksaan hanya dapat menyentuh bagian luar, perbuatan-
perbuatan etis justruberasal daridalam, satu-satunya sangksi 
dibidang moral adalahhati nurani yang tidak tenang,dan (d) 
tanggung jawab legal berdasarkan kehendak masyarakat dan 
akhirnyaatas kehendak negara, sedangkan tanggung jawab moral 
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Tidak berfungsinya mekanisme lokal, dikarenakan 
“kekuatan lokal” selama rezim orde baru kurang mendapatkan 
perhatian bahkan cenderung dimatikan. Akibatnya jelas, 
mekanisme penyelesaian masalah oleh masyarakat mengalami 
kebuntuan dengan penuhnya kepentingan birokrasi penguasa. 
Darimana kemudian dimunculkan logika penyelesaian masalah 
lokal, dari atas ke bawah (top down). Selanjutnya yang terjadi 
adalah mekanisme penyelesaian masalah bukan pada akar 
masalah yang ada tetapi sekedar seremoni-seremoni.7 Model 
penyelesaian seperti itu seringkali hanya berada dipermukaan dan 
tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya sehingga masih 
menyimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu muncul kembali 
ketika ada pemicunya. Dan model-model penyelesaian tersebut 
ternyata masih pertahankan di era reformasi sekarang ini.  
Politisasi Agama. Agama dijadikan kendaraan politik oleh 
pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik kekuasaan. 
Agama dipakai sebagai alat atau kendaraan untuk mencapai 
tujuannya. Sebaliknya bisa juga politik “ditunggangi” oleh agama 
sehingga persengketaan, permusuhan, dan peperangan atas nama 
agama tidak terelakkan. Agama seringkali menjadi alat yang 
efektif untuk menjaring masa dan menjadikan mereka menjadi 
pengikut yang setia terhadap perjuangan politik yang biasanya 
dibungkus dan dilegitimasi agama. Kemasannya agama tetapi 
isinya adalah politik kekuasaan. Sebaliknya juga bisa terjadi 
bahwa politiknya sebagai kendaraan bagi agama artinya visi dan 
misinya adalah perjuangan agama tetapi memakai “kendaraan 
politik”.  
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Pemahaman agama yang eksklusif. Pemahaman agama 
yang esklusif dalam masyarakat kita, menumbuhkan fanatisme 
sempit, intoleran. Hal itu seringkali disebabkan adanya pertikaian 
tentang truth claim dalam teologi agama. “Truth claim ini 
membentuk interpretasi yang tunggal bahwa hanya pemikiran, 
keyakinan, pengalaman, dan prosedur-prosedur yang mereka 
milikilah yang dapat diterapkan sebagai solusi terbaik.”9 Hal itu 
menimbulkan sikap superioritas yang menganggap rendah agama 
lain, dan berlomba-lomba mengatakan agamanyalah yang paling 
benar dan yang lain salah. Selanjutnya eksklusifisme agama ini 
juga menumbuh kembangkan sikap intoleran terhadap agama 
lain, bahkan bukan hal yang mustahil menumbuhkan radikalisme 
agama yang melahirkan tindakkan kekerasan terhadap pemeluk 
agama lain.  
Melihat kenyataan-kenyataan di atas maka perlu bagi kita 
untuk memikirkan ulang (rethinking) peran politis agama yang 
sesuai sesuai dengan konteks ke-Indonesian yang plural. Dalam 
kaitan dengan pembahasan tentang peran politis  agama dalam 
konteks ke-Indonesiaan tersebut secara khusus penulis akan 
memaparkan dua peran politis agama yaitu peran “aspirasi dan 
inspirasi”. Dengan membandingkan kedua peran tersebut 
diharapkan dapat dibandingkan peran politis agama yang lebih 
cocok dan sesuai dengan konteks Indonesia yang plural. Pada 
akhir dari pembahasan akan dikaji kedua peran politis tersebut 
dari “kacamata” teori sosial politik 
Munculnya fenomena gerakan fundamentalis Islam di 
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memperjuangkan berdirinya negara Islam dan pemberlakuan 
syariat Islam semisal adalah contoh dari perjuangan komunitas 
agama menjadikan agama sebagai aspirasi, meskipun itu sebagai 
respon terhadap realitas sosial yang ada, sebagaimana disitir oleh 
Eko Prasetyo, “Walaupun dalam berbaris mereka seperti sebuah 
gelombang anak muda yang berseragam sama, bersorban sama, 
sama-sama berjenggot, akan tetapi mereka menyimpan sebuah 
gagasan tentang kerajaan Tuhan yang tidak tunggal. Horison 
pengetahuan keagamaan mereka yang berbeda-beda hanya diikat 
oleh sejumlah keprihatinan yang sama-sama mendalam 
mengenai, (1) nasib Islam sebagai agama yang kalah baik secara 
ekonomi dan politik makin menempatkan mereka sebagai umat 
yang meskipun mayoritas tetapi berada dalam kedudukan yang 
teralienasi. Padahal sejarah yang mereka baca dan dengar begitu 
kemilau dengan tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan suci 
(2) sekulerisme yang dipahami sebagai paham yang memisahkan 
agama dengan kehidupan ekonomi, politik dan sosial dinilai 
sebagai biang keladi kemunduran dan ambruknya kejayaan Islam. 
Dan sekulerisme tumbuh menyebar dalam sistim pendidikan, 
kebudayaan bahkan yang jauh membahayakan pada alam 
pemikiran. Bersama dengan sekulerisme juga menyeruak 
berbagai sistim ekonomi kapitalistik yang mengeksploitasi 
sumber kekayaan umat (3) terakhir adalah perilaku politik 
Amerika yang menggunakan standar ganda khususnya pada 
wilayah dimana umat Islam berkedudukan sebagai mayoritas, 
sebagaimana di Palestina maupun dikawasan Timur Tengah 
lainnya. Kebencian pada Amerika ini menjadi lebih beralasan 
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mengingat propaganda anti terorisme yang dengan gencar 




Akhir kajian ini dapat di Tarik kesimpulan sederhana 
terhadap dua peran politis agama di negara plural yaitu “aspirasi” 
atau “inspirasi” ditinjau dari teori sosial “Thick and Thin” Moral 
Argument At Home and Abroad, maka peran “inspirasional” 
agama lebih membawa harapan bagi terciptanya kehidupan 
berbangsa yang damai, adil, dan sejahtera. Sebaliknya penerapan 
peran politis “aspirasi” agama bagi Indonesia yang majemuk 
berpotensi menimbulkan terjadinya disintegrasi bangsa dan 
tindakkan kekerasaan atau pemaksaan terhadap penganut agama 
lain untuk mengikuti syariat agama yang bukan menjadi 
keyakinannya. Dengan demikian ketika aspirasi agama dijadikan 
aspirasi bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini, hal itu 
berpotensi terjadinya tindakan-tindakan diskriminasi, kekerasan 
dan ketidakadilan terhadap penganut agama yang berbeda. Hal itu 
juga similar dengan Stassen yang menekankan penting “middle 
axiom”. Di mana nilai-nilai agama yang partikularisistik tidak 
secara ekspilisit diterapkan sebagai etika publik, tetapi menjiwai 
tatanan kehidupan bersama sebagai bangsa yang majemuk.  
Dalam negara yang masyarakatnya majemuk seperti 
Indonesia peran “inspirasional” agama lebih memberi harapan 
bagi lestarinya kehidupan berbangsa. Karena nilai-nilai inti 
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sebagai syariat) bagi tatanan kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara yang lebih damai, adil, aman dan sejahtera. Nilai-nilai 
berbagai agama yang hidup di Indonesia tidak harus di-syariatkan 
dalam tatanan hidup bersama, tetapi menginspirasi semua tatanan 
hidup bernegara yang ada. Ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang ada 
dalam Semua agama menjiwai atau menjadi spiritualitas dari 
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya 
Pancasila adalah sebuah warisan yang luhur dari para pendiri 
bangsa ini. Pancasila merupakan representasi dari nilai-nilai “thin 
atau minimalis”, yang ada dalam agama, budaya, kepercayaan, 
bahkan ideologi yang dihidupi oleh masyarakat Indonesia yang 
majemuk, sekaligus didalamnya terkandung cita-cita dan 
pengharapan bagi masa depan bangsa Indonesia yang 
berketuhanan, damai, adil, sejahtera, dan demokratis.  
Selanjutnya berkaitan deng peran politis gereja dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, barangkali penting untuk 
mengembangkan sebuah etika publik yang berakar pada nilai-
nilai Aklitab, tetapi dalam pengaplikasiannya menggunakan 
model “middle axiom”, bukan diterapkan sebagai “syariah” tetapi 
menginspirasi bagi upaya terciptanya tatanan kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan sejahtera. Sebuah 
kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat 
sesamanya, tidak melakukan tindakkan kekerasan terhadap 
sesamanya, sebaliknya menebarkan benih-benih cinta kasih 
terhadap sesamanya tanpa memandang latar belakang suku, ras, 
golongan dan agamanya. 
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